PUTUSAN 
No. 2802 K/Pdt/1998 


DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 


MAHKAMAH AGUNG 


memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai 
berikut dalam perkara : 





ZAINI alias ACONG yang bertindak untuk diri sendiri maupun 
selaku Direktur Fa. ZAINY, dahulu beralamat di Jl. Mawar 
No.20 Bireuen dan sekarang beralamat di Jl. Mawar No.29 
Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad 
Husin, SH. dk, Pengacara, beralamat di Jalan Banda - Aceh 
Medan, Geulanggang Teungoh Bireuen (samping Pengadilan 
Negeri Bireuen) : 

Pemohon Kasasi Termohon kasasi 1 dahulu 
Penggugat/Terbanding : 


. ABBAS ABDULLAH, SE. mantan Pimpinan PT. Bank 





Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Cabang Bireuen, dahulu 
beralamat di Jl. Banda Aceh — Medan No. 5 — 6 dan sekarang 
di Kantor Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Cabang 
Takengon di Takengon Aceh Tengah, dalam hal ini memberi 
kuasa kepada Zainuddin Abdullah, Pengacara, beralamat di 
Jalan Malikussaleh Desa Geulanggang Teungoh Bireuen — 
Aceh Utara : 

Pemohon kasasi Il/Termohon kasasi | dahulu Tergugat 
I/Pembanding II : 


melawan: 


GUBERNUR KDH. ISTIMEWA PROPINSI TK.I ACEH, Ca. 


BUPATI KDH. TK.II ACEH UTARA, Ca. DIREKSI PT. BANK 
PEMBANGUNAN DAERAH ISTEMEWA ACEH DI BANDA ACEH 





Cg. PIMPINAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA 
ACEH CABANG BIREUEN, berkedudukan di Jalan Banda Aceh — 


Medan No. 5 -— 6 Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada 
Zainuddin Abdullah, Pengacara, beralamat di Jalan Malikussaleh 


Desa Geulanggang Teungoh Bireuen — Aceh Utara : 


Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding | : 
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Mahkamah Agung tersebut : 

Membaca surat-surat yang bersangkutan : 

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang 
Pemohon Kasasi | dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang 
Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi Il/Termohon Kasasi II dahulu sebagai 
Tergugat I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada 
pokoknya atas dalil-dalil : 

Bahwa Penggugat sebagai kontraktor/Pengusaha sudah tentu 
mempunyai hubungan pinjam meminjam (kredit) dengan Tergugat I di masa 
Pimpinan Tergugat II : 

Bahwa sekitar tahun 1981 sampai dengan 1991 Penggugat masih 
mempunyai kredit hutang dengan Tergugat | : 

Bahwa disamping itu Penggugat juga mempunyai hubungan jual beli 
bahan bangunan dengan Kendra Tandiah Pengusaha Toko Seroja, penjual 
bahan bangunan : 

Bahwa oleh karena timbul kemacetan di dalam usaha Penggugat maka 
Penggugat belum dapat membayar/melunasi harga bahan-bahan bangunan 
yang diambil di Toko Kendra Tandiah & Rp. 4.222.750,- (empat juta dua ratus 
dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), lalu Sdr. Kendra Tandiah 
mengajukan tuntutan/gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Bireuen yang 
dikenal dengan perkara Reg.No.51/Pdt.G/1986/PN-Bir : 

Bahwa akibat perkara tersebut, telah diletakkan sita lelang eksekusi atas 
tanah dan rumah Penggugat : 

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I cukup baik karena 
semua pinjaman Penggugat dijamin dengan jaminan yang kuat dan cukup : 

Bahwa untuk jaminan kredit KUK No.1653/03/V1/1987 tanggal 30 Juni 
1987 itu adalah lima Sertifikat surat tanah Penggugat yakni : 

1. Surat Ijin Bangunan No.35/2-1971 tanggal 29 Juni 1971/serta gambar 
bangunan. 
2. Akta Jual Beli No.23/3/1970 tanggal 8 Mei 1970 tentang tanah sawah di 

Gempong Glanggang Mas Gampong Bireuen. 

3. Akta Jual Beli No.51/3/1969 tanggal 11 November 1969 tentang tanah di 

Jl. Mawar Bireuen. 

4. Akta Jual Beli No.285/3-1976 tanggal 30 November 1976 surat 

pengakuan tanggal 16 Februari 1952, Surat Roii No.2/1952 tanggal 19 

Maret 1952. Copy surat tanggal 8 September 1951 beserta gambar tanah 

kasar di atas kertas biasa. 
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5. Surat keterangan jual sah tanggal 16 Juli 1959 dan surat penyerahan 
tanggal 29 September 1956 dan gambar tanah dari Agraria No.272/1981 
tanggal 22 April 1981. 

Bahwa Akta Jual Beli No.51/3/1969 tanggal 11 November 1969 telah 
dijadikan Sertifikat sehingga tanah milik Penggugat yang di Jl. Mawar tersebut 
telah mempunyai Sertifikat No.272/1981 : 

Bahwa sewaktu lelang eksekusi perkara Reg.No.51/Pdt.G/1986/PN-Bir. 
Tersebut dilaksanakan Tergugat I, II tanpa memberitahukan dan tanpa meminta 
izin kepada Penggugat Tergugat I, II tanpa hak telah menyerahkan Sertifikat 
tanah No.272/1981 kepada Pengadilan Negeri, pada hal Sertifikat tanah 
No.272/1981 tersebut tidak ada hubungan dengan perkara tersebut : 

Bahwa akibat Tergugat I, II menyerahkan Sertifikattanah tersebut 
akhirnya Sertifikat dan tanah bangunan rumah di atas tanah tersebut 
dilelang/jual paksa dengan harga di bawah harga pasar, sehingga Penggugat 
menderita kerugian yang ditaksir Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) : 

Bahwa tindakan Tergugat I, II selaku Pengusaha Bank jelas tidak sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang Perbankan di Negara RI ini, dan perbuatan 


Tergugat I, Il adalah perbuatan melawan hukum : 


Bahwa perbuatan Tergugat I, II telah merugikan Penggugat maka 
patut Tergugat I, Il dihukum untuk membayar ganti rugi yang ditaksir 
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) : 

Bahwa Penggugat khawatir sekali Tergugat I, Il ingkar terhadap 


kewajibannya, maka untuk jaminan tuntutan Penggugat-Penggugat mohon agar 
Pengadilan Negeri Bireuen berkenan kiranya untuk meletakkan sita jaminan 
atas harta benda Tergugat |, II : 

Bahwa mencegah kelalaian Tergugat untuk mematuhi ini kepatutan 
Pengadilan dimohonkan agar Pengadilan Negeri berkenan kiranya memberikan 
keputusan menghukum Tergugat I, II untuk membayar Rp. 100.000,- (seratus 
ribu rupiah) perhari atas kelalaiannya : 

Bahwa Penggugat dalam perkara ini akan mengajukan bukti-bukti otentik, 
sempurna dan menentukan, maka secara hukum cukup alasan menyatakan 


putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau 
kasasi : 
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada 
Pengadilan Negeri Bireuen agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas 
harta benda dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut 


supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai 
berikut : 


PRIMAIR : 

-  Mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya : 

- Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan 
oleh Juru Sita : 

- Menyatakan perbuatan Tergugat I, II menyerahkan surat Sertifikat tanah 

No.272/1981 milik Penggugat kepada orang lain adalah perbuatan melawan 

hukum : 

Menghukum Tergugat I, II untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat : 

Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, walaupun 

ada banding, verzet dan kasasi : 

Menghukum Tergugat I, II untuk membayar uang paksa Rp. 100.000,- 

(seratus ribu rupiah) perhari apabila Tergugat I, II lalai untuk melaksanakan 

keputusan ini : 





- Menghukum Tergugat I, II untuk membayar segala ongkos-ongkos yang 
timbul akibat perkara ini : 
SUBSIDAIR : 

Mohon putusan yang seadil-adilnya : 

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah 
mengambil putusan, yaitu putusannya No.26/Pdt.G/1995/PN-Bir. tanggal 10 
Maret 1997 yang amarnya sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian : 

2. Menyatakan Para Tergugat | dan II menyerahkan Sertifikat tanah Hak Guna 
Bangunan dan rumah yang ada di atas tanah tersebut No.Sertifikat 272/1981 
atas nama Penggugat Zaini alias Acong kepada pihak lain (Pengadilan 
Negeri) atas eksekusi perkara Register No.51/Pdt.G/1986/PN-Bir. Bukan 
kepentingan penyelesaian hutang kredit antara Penggugat dengan Tergugat, 
adalah suatu perbuatan yang melawan hukum : 

3. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos/biaya yang timbul 


dalam perkara ini sejumlah Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) : 
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4. Menolak petitum Penggugat untuk selebihnya : 

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat |, 
I/Pembanding I, Il putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh 
Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh dengan putusannya No.79/Pdt/1997/PT- 
ACEH tanggal 9 Agustus 1997 yang amarnya sebagai berikut : 

- Menerima permohonan banding dari Pembanding tersebut : 

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 10 Maret 1997 
No.26/Pdt.G/1996/PN-Bir. Yang dimohon banding tersebut : 

MENGADILI SENDIRI : 

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ont 
Vankelijk verklaard) : 

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara ini 
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan 
sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) : 

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada 
Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Pembanding II masing-masing pada 
tanggal 9 Oktober 1997 dan tanggal 5 Nopember 1997 kemudian terhadapnya 
oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat Il/Pembanding II masing-masing 
dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 
Juni 1996 dan tanggal Nopember 1997 diajukan permohonan kasasi secara 
tertulis pada tanggal 16 Oktober 1997 sebagaimana ternyata dari akte 
permohonan kasasi No.24/Pdt.K/1997/PN.Bir. dan No.28/Pdt.K/1997/PN-Bir. 
yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan 
tersebut disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 1997 dan 
tanggal 25 Nopember 1997 : 

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Pembanding | yang pada tanggal 12 
Nopember 1997 dan tanggal 26 Nopember 1997 telah diberitahu tentang 
memori kasasi dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat Il/Pembanding II 
diajukan jawaban memori kasasi terhadap Penggugat/Terbanding yang diterima 
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 25 Nopember 1997, 
sedangkan terhadap Tergugat II/Pembanding II tidak diajukan jawaban memori 
kasasi : 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a guo beserta alasan-alasannya 
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam 
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, 


maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima : 
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Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon 


Kasasi I/Penggugat dan Pemohon kasasi II/Tergugat II dalam memori kasasinya 
tersebut pada pokoknya ialah : 


Alasan Pemohon Kasasi | : 


1 


Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh) telah salah 
dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana 
mestinya, karena dalam pertimbangan hukumnya telah mempertimbangkan 
hal-hal yang di luar inti pokok gugatan sebagaimana ternyata dalam 
pertimbangan hukum tersebut ” Menimbang, ...... Penggugat/Terbanding 
mendalilkan tanah dengan Sertifikat No.272/1981 telah dilelang, maka 
seharusnya pembeli lelang juga diikut sertakan dalam perkara ini sebagai 
pihak berperkara ” pada hal yang sebenarnya inti dari pada gugatan 
Penggugat adalah ” ...... Penyerahan Sertifikat ....... Yang menjadi agunan 
Penggugat pada Tergugat I yang telah bebas kepada pihak lain tanpa 
sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ' : 

Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh) telah salah 
dan keliru dalam menyusun putusan dalam perkara ini sebagaimana tertulis 
pada halaman 3 (tiga) tentang hukumnya alinea ke 6 (enam) pada alinea 
tersebut ternyata tidak lengkap susunannya sehingga pertimbangan hukum 
tersebut tidak dapat dimengerti sama sekali dak tidak menyambung dengan 
halaman berikutnya : | 


Alasan Pemohon Kasasi II : 


1. 


Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh yang menyatakan 
gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet ont vankelijk 
verklaard) adalah tidak tepat dan tidak benar, seharusnya Pengadilan Tinggi 
Aceh di Banda Aceh menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak 
seluruhnya, atau dengan kalimat lain ” menyatakan menolak 
gugatan/Terbanding untuk seluruhnya : 

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie (Pengadilan Tinggi Aceh di Banda 
Aceh) yang berbunyi ”” Menimbang, bahwa disamping itu 
Penggugat/Terbanding mendalilkan tanah dengan Sertifikat No.272/1981 
telah dilelang, maka seharusnya pembeli lelang juga diikut sertakan dalam 
perkara ini sebagai pihak yang berperkara ” pertimbangan tersebut adalah 
tidak tepat dan tidak benar, sehingga telah salah dalam menerapkan hukum 


atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya : 
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3. Bahwa sesungguhnya perbuatan Tergugat I/Pembanding I dan Tergugat 
I/Pembanding II sekarang Pemohon Kasasi menyerahkan Sertifikat tanah 
No.272/1981 kepada Pengadilan Negeri Bireuen adalah bukan perbuatan 
yang salah dan bukan perbuatan melawan hukum, karena 
Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi juga mempunyai hutang 
pada Tergugat I (PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Cabang 
Bireuen) yang pada saat itu sudah lewat masa jatuh tempo tidak dibayar dan 
Tergugat 1/Pembanding I (PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh 
Cabang Bireuen) juga mohon pelelangan atas tanah/harta obyek sengketa : 

4. Bahwa sebenarnya gugatan Penggugat/Terbanding sekarang Termohon 
Kasasi terhadap diri Tergugat Il/Pembanding II. Abbas Abdullah, SE. 
sekarang Pemohon Kasasi adalah merupakan gugatan yang tidak pada 
tempatnya, karena Abbas Abdullah, SE. secara pribadi pada saat itu tidak 
mempunyai hubungan hukum apapun dengan Sertifikat tanah No.272/1981 
yang dipersengketakan sekarang kepada Pengadilan Negeri Bireuen : 
Bahwa digugatnya Abbas Abdullah, SE. dalam kapasitas sebagai mantan 
Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh Cabang Bireuen 


dan sudah serah terima jabatan, maka secara hukum Abbas Abdullah, SE. 





(Tergugat Il/Pemohon Kasasi) tidak lagi mempunyai wewenang dan 
tanggung jawab dengan Sertifikat yang dipersengketakan, oleh karena itu 
gugatan Penggugat terhadap diri pribadi Abbas Abdullah, SE. yang berkaitan 
dengan Sertifikat tanah No.272/1981 adalah salah alamat dan tidak tepat : 

5. Bahwa pelelangan atas tanah Sertifikat  No.272/1981 yang 
dipersengketakan, dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II/Kepala Kantor 
Lelang Kelas II Lhokseumawe pada tanggal 15 Maret 1989, sebagaimana 
ternyata pada risalah lelang No.8/1988-1989 dan sudah sesuai dengan 
ketentuan hukum yang berlaku, maka telah jelas bahwa pelelangan atas 
harta sengketa itu telah benar dan sah : 

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, 

Mahkamah Agung berpendapat : 

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi | 

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah 
dicermati gugatan Penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh 

Pengadilan Tinggi Aceh menurut Mahkamah Agung dipertimbangkan lagi 

karena tindakan Tergugat | dan II yang menyerahkan sertifikat tanah jaminan 


hutang kepada Pengadilan Negeri untuk dilelang bukanlah perbuatan melawan 
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hukum, gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum oleh karenanya gugatan 
Penggugat harus ditolak : 
Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi II 

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena 
Pengadilan Tinggi Aceh telah salah dalam menerapkan hukum dengan 
pertimbangan sebagai berikut : 

Bahwa gugatan terhadap Tergugat Il/Pemohon Kasasi II tidak 
beralasan karena yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi : 

Bahwa penyerahan sertifikat kepada Pengadilan Negeri adalah karena 
adanya hutang Penggugat/Pemohon Kasasi | yang belum lunas, sehingga 
dimohonkan lelang atas tanah sertifikat dimaksud bukanlah perbuatan melawan 
hukum : 

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, 
oleh karenanya harus ditolak : 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut 
pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan 
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : ABBAS ABDULLAH, SE. dan 
menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi | : ZAINI alias ACONG 
tersebut, selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda 
Aceh No.79/Pdv1997/PT-ACEH tanggal 9 Agustus 1997 yang membatalkan 
putusan Pengadilan Negeri Bireuen No.26/Pdt.G/1995/PN-Bir. tanggal 10 Maret 
1997 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar 
putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini : 

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon 
Kasasi I/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi I/Penggugat berada di pihak 
yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara 
dalam semua tingkat peradilan : 

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, 
Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan 
Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain 
yang bersangkutan : 


MENGADILI : 
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : ZAINI alias 
ACONG tersebut : 
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : ABBAS 


ABDULLAH, SE. tersebut : 
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Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh 
No.79/Pdtv1997/PT-ACEH. tanggal 9 Agustus 1997 yang membatalkan putusan 
Pengadilan Negeri Bireuen No.26/Pdt.G/1995/PN-Bir. tanggal 10 Maret 1997 : 

MENGADILI SENDIRI : 
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya : 

Menghukum Pemohon Kasasi 1/Penggugat untuk membayar biaya 
perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan 
sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) : 

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 
Agung pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2006 oleh Chairani A. Wani, 
SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai 
Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. dan Prof. Dr. Valerine J.L.K, SH.MA. 
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim 
Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti 
dengan tidak dihadiri oleh para pihak.- 


Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis : 
ttd./ ttd./ 

Marina Sidabutar, SH. Chairani A. Wani, SH.,MH. 
ttd./ 


Prof. Dr. Valerine J.L.K, SH.MA 


Biaya kasasi : Panitera Pengganti : 
l. Meterai Rp. 6.000.- ttd./ 
2. Redaksi Rp. 1.000,- A.K. Setiyono, SH. 


3. Administrasi kasasi Rp. 93.000,- 


Jumlah  Rp.100.000,- 


Untuk Salinan 
MAHKAMAH AGUNG R.I. 
a.n. Panitera 
ahitera Muda Perdata 






—y 1 — 
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